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KEPALA   DESA NGAMPEL WETAN   

KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL   

PERATURAN   DESA NGAMPEL WETAN NOMOR  10 TAHUN 2020  

      

TENTANG   

   

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA   DESA NGAMPEL WETAN TAHUN 

ANGGARAN 2021   

   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

   

KEPALA   DESA NGAMPEL WETAN,   

     

Menimbang   :    a.   bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja  sebagai 

wujud dari pengelolaan keuangan  dilaksanakan 

secara  terbuka  dan  bertanggungjawab  

 untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat ;   

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja  Tahun 

Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan  tentang   

Anggaran Pendapatan dan Belanja  Tahun Anggaran 

2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan  berdasarkan prinsip 

kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga 

menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju 

masyarakat adil, makmur dan sejahtera;   

c. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Ngampel 

Nomor : 900/16/2020 tanggal 15 Desember 2020 

tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Ngampel 

Wetan Tentang APBDesa Tahun Anggaran 

2021,Kepala Desa bersama BPD telah 

menyempurnakan hasil evaluasi. 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a,huruf b dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. 

 

   

Mengingat            : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah   

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah  



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965   

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757);   

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);   

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);   

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);   

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Nomor 5234);   

6. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang    

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495);   

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan   

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);   

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15  dari Hal Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;   

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976  

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik  

Indonesia Nomor 3079);   

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578);   

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,    

 Pemerintahan    Daerah    Kabupaten  dan   



Pemerintahan    

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);   

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang  (Lembaran Negara Republik  

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019  

 tentang  Perubahan  kedua  Atas  Peraturan   

Pemerintah   

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 6321);    

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana  Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan   

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana    

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara  (Lembaran Negara Republik   

Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);   

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);   

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);   

      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);   

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 6);   

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 

2016 tentang Kewenangan  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);   

18. Peraturan   Menteri   Keuangan  Nomor   

193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana  (Berita  

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);   

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);   



20. Peraturan Menteri , Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana    

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia   

Tahun 2019 Nomor 1012  );   

21. Peraturan Menteri , Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang    

Musyawarah  (Berita Negara Republik Indonesia   

Tahun 2019 Nomor 1203 );   

22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur 

Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian   

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah  di Provinsi 

Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah   

Tahun 2019 Nomor 7 );   

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Penetapan  di Kabupaten Kendal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016  

Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah   

Kabupaten Kendal Nomor 152);   

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal  

Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan   

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);   

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan   

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 21);   

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 6);   

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset  (Berita Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);    

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di  

Kabupaten Kendal (Berita  Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47);Sebagaimana 

telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 

3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pengadaan Barang/Jasa di   

Kabupaten Kendal (Berita  Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3;   

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2018 

tentang Standarisasi  Beaya Tahun 2019 

dilingkungan Daerah Kabupaten Kendal  (Berita 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor. 45);   

30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran 

Alokasi dana  di Kabupaten Kendal Penetapan 

Besaran Alokasi Dana  Kabupaten Kendal (Berita 



Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri 

E No. 49 );   

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah ,Rencana Kegiatan 

Pembangunan , Dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan  di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38 );   

32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018  

Tentang Daftar Kewenangan  berdasarkan Hak asal   

Usul dan Kewenangang Lokal berskala                             (   

Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor   

50  );   

33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana  Setiap  Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 

2019 (Berita  Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 

Nomor 4 );   

34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 

Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala  dan 

Perangkat  di Kabupaten Kendal (Berita Daerah  

 Kabupaten  Kendal  Tahun  2017  Nomor  

6)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan 

Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 

tentang Penghasilan Tetap,Tunjangan dan 

Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala  dan  

Perangkat  di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30 );   

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 19 Tahun 2019 

Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang 

didanai dari Dana  Tahun Anggaran 2019  di   

Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2019 Nomor 19);   

36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 61 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ( Berita 

Daerah Kabupatin Kendal Tahun 2019 Nomor 62);   

37. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/15/2020 

Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana  Bagi  

Setiap  di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020;   

38. Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Daftar Kewenangan  Berdasarkan Hak Asal 

Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala  Di  

Ngampelwetan Kecamatan Ngampel (Lembaran    

Ngampelwetan Tahun 2019 Nomor 2 );   

39. Peraturan Desa Ngampel Wetan No. 06 Tahun 2020        

tentang RPJMDes Tahun 2020-2026  

  

  

 

  

 

 



  

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN   DESA 

NGAMPEL WETAN Dan KEPALA  DESA NGAMPEL WETAN   

   

MEMUTUSKAN   

Menetapkan :   PERATURAN  TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA   DESA NGAMPEL WETAN TAHUN ANGGARAN   

2021  

   

   

BAB I   

KETENTUAN UMUM    

                                           Pasal 1 

Dalam Peraturan  ini yang dimaksud dengan :   

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.   

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintah daerah.   

3. Bupati adalah Bupati Kendal.   

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat 

Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.   

5. adalah  dan  adat, yang selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.   

6. Pemerintahan  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.   

7. Pemerintah  adalah Kepala  dibantu perangkat  sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan .   

8. Kepala  yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala  di Daerah.   

9. Perangkat  adalah pembantu Kepala  yang terdiri atas Sekretariat , 

Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.   

10. Badan  Permusyawaratan    adalah  lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk  

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.   

11. Peraturan  adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala  setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan   

.   

12. Rencana Pembangunan Menengah  selanjutnya disingkat RPJM , adalah 

rencana kegiatan pembangunan  untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;   

13. Rencana Kerja Pemerintah , selanjutnya disebut RKP, adalah penjabaran 

dari RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.   

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja  selanjutnya disingkat APB  adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan  yang dibahas dan disetujui 

oleh Pemerintah  dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan .   

   



     

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA   

 Pasal 2   

Anggaran Pendapatan dan Belanja   Desa Ngampel Wetan Tahun Anggaran 

2021 adalah sebagai berikut :          

   

1. Pendapatan            :Rp. 1.365.552.273,  

2. Belanja           :Rp.  1.365.552.273,-  

Surplus / Defisit           

   

3. Pembiayaan    

  : Rp.   0,-   

a. Penerimaan Pembiayaan       :Rp.                         ,-   

b. Pengeluaran Pembiayaan        :Rp.                          ,-   

  Selisih Pembiayaan (a-b)                     : Rp.                   0,-   

Sisa lebuh/(kurang) perhitungan anggaran : Rp.                    0,-   

   

   

Pasal 2   

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tak terpisahkan dari Peraturan  ini:   

   

Pasal 3   

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:  

 a. APB     

b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;   

c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan   

d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran 

sebelumnya, jika ada.   

   

Pasal 4   

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja  sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APB.   

   

Pasal 5   

 

(1) Pemerintah  dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan 

bencana, keadaan darurat, dan menk.   

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan 

anggaran jenis belanja tidak terduga.   

(3) Pemerintah  dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, 

keadaan darurat, dan menk yang belum tersedia anggarannya, yang 

selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan  tentang perubahan 

APB .   

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:   

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah  dan 

tidak dapat diprediksi   

b. sebelumnya;   

c. tidak diharapkan terjadi secara berulang;   

d. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah ;   



 



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 
Nomor : 10  /DS –Ngampel Wetan/2020 

Nomor : 10  /BPD-Ngampel Wetan/2020 
  

 
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 

DESA NGAMPEL WETAN 

 
TENTANG  

 

 PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DESA (APB Desa) TAHUN 2021 

 

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua 

puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini  : 

 

1. ABDUL MALIK : Kepala Desa,  dalam hal ini bertindak untuk dan atas 

nama Pemerintah Desa Ngampelwetan  Yang 

beralamat di  Ngampel Wetan  Kecamatan Ngampel,  

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

    

2. 

3. 

4. 

 

SUKAMTO 

ABDUL KARIM 

DIAN KURNIAWATI 

: 

: 

: 

Ketua BPD Desa Ngampelwetan 

Wakil Ketua BPD Desa Ngampelwetan 

Sekretaris BPD Desa Ngampelwetan 

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan 

Permusyawaratan Desa ( BPD) Desa Ngampelwetan 

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 
Menyatakan bahwa   :  

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APBDesa Tahun 2021 yang telah 

diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana 

tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini. 

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB 

Desa Tahun 2021 Sebagaimana tertuang  pada catatan yang terlampir Barita Acara 

ini. 

3.  PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa Tahun 

2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada 

catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) 

hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini 



 

 



 

 

KEPALA DESA  NGAMPEL WETAN 

KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL 

PERATURAN KEPALA DESA  NGAMPEL WETAN 

NOMOR  11 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  NGAMPEL WETAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA  NGAMPEL WETAN 

  

    

 

Menimbang :   bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

    

Mengingat :  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

   2. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019. 

   3. 
 
 
 
 

 4. 
 
 
5.  
 
 
6. 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran 
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di 
Kabupaten Kendal. 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 tahun 2020 Tentang Tata 
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020. 
Keputusan Bupati Kendal Nomor : 900/15/2020 Tentang 
Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di 
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020. 
Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang 
STOK. 

  7. Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 03 Tahun 2018 tentang 
Pemakaian Tanah-Tanah Desa Ngampelwetan. 

  8. Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 02 Tahun 2019 tentang 
Kewenangan Desa. 

  9. Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 04 Tahun 2019 tentang 
Bumdes “ Berkah Sejahtera”. 

  10. Peraturan Desa Ngampelwetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang  
APBDesa Tahun Anggaran 2021. 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  NGAMPEL 
WETAN TAHUN ANGGARAN 2021 
 

Pasal 1            

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri 

dari : 

1. Pendapatan Desa   

a. Pendapatan Asli Desa Rp 205.323.200,00 
b. Pendapatan Transfer Rp 1.160.229.073,00 
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 0,00 

Jumlah Pendapatan Rp 1.365.552.273,00 
2. Belanja Desa   

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp 589.818.773,- 
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp 313.485.000,- 
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp 41.196.500,- 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 12.000.000,- 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan 

Darurat dan Mendesak Desa 
Rp 95.000.000,- 

Jumlah Belanja Rp 1.051.500.273,- 

Surplus/Defisit Rp 314.052.000,- 

3. Pembiayaan Desa   
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 314.052.000,- 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 314.052.000,- 

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp  

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan 

dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana 

Kegiatan Anggaran. 

Pasal 4 

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

        

 



 



 

  



  



 

  



  

  



  

  

  



   



  

  



  

  



  

  



  

  



 



  

  



 



  

  



 
  



  



 



  

  



  



  



  



  

  

  



  



  



  

  



  

  



  

  



  

  
  



  

  

  



 



  

 



 
   



  

  

   



  

  



 

 



 

 



 

 



  

  

  



 

  



  

  



  

  



  

  



  

  
  



  

  



 
  

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN  

KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL  

  

PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN  

  

NOMOR 01 TAHUN 2021  

  

TENTANG   

  

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  

TUNAI DANA DESA (BLT –DD) DESA NGAMPEL WETAN   

KECAMATAN NGAMPEL  

  

KEPALA DESA NGAMPEL WETAN,  

  

Menimbang   : a.  bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi 

Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2020 Tentang 

Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 

Tanggal 30 Desember 2020 Huruf “E” Nomor 1 Huruf 

“a” Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 

2021 diberikan sebesar Rp. 300.000,00 per bulan per 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan berlaku sejak 

Januari 2021 .   

 b.  bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 02 Tahun 

2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Validasi Data  
Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai  

Dana Desa (BLT – DD) Desa Ngampel Wetan;  

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Desa Ngampel Wetan Kecamatan 

Ngampel tentang Penetapan Penerima Manfaat 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT–DD) Desa 

Ngampel Wetan Kecamatan Ngampel.   

 



Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757);   

 2.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Nomor 3143);   

 3.  Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan  Negara  (Lembaga  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);   

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);   

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063);   

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398);  

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);   

9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);   

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 

Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan  

 Daerah-daerah  Kabupaten  di  Jawa  

 Timur/Tengah/Barat  dan  Daerah  Istimewa  

Yogyakarta;   

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976  

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079);   

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976  

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4079);   

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3447);   

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);   

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undangan-undangan Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);   

16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 

Keadaan Tertentu ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);   

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah 

sebahaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan  

Daerah;   

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157);  

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 

Tentang Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  

2020 Nomor 1035);  

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

: 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1641);  

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 

7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal  

Nomor 31);   

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal  Tahun 2016 Nomor 6 Seri  

E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 157);   

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal  

Nomor 159);   



24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 

2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan 

Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun  

2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah  

Kabupaten Kendal Nomor 178);  

25. Peraturan Desa Ngampel Wetan  Nomor : 10 Tahun 2020 

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2021 ( Lembaran Desa Ngampel Wetan Tahun 

2020 Nomor 10).   

     

Menetapkan :  PERATURAN KEPALA DESA NGAMPEL WETAN TENTANG  

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN 

LANGSUNG  TUNAI  DANA  DESA  (BLT–

DD)  DESA NGAMPEL WETAN KECAMATAN NGAMPEL.  

  

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1  

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa.  

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan 

dan merupakan mitra pemerintah desa dalam 

memberdayakan masyarakat  

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 



penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat.  

8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa  yang 

akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang 

besarnya dihitung berdasarkan persentase  tertentu  

dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah 

desa secara nasional.  

9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan 

memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa 

sangat tertinggal, yang memilik jumlah penduduk 

miskin tinggi.  

10. Alokasi  Formula adalah alokasi  yang  dihitung  

dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, 

angka kemiskinan Desa,  luas wilayah Desa,  dan 

tingkat kesulitan geografis Desa  setiap  

kabupaten/kota.  

11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada 

desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.  

12. Peraturan Desa adalah peraturan 

perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala 

Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan  

Permusyawaratan Desa.  

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 

selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintahan Desa.   

14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 

adalah rekening tempat menyimpan uang 

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 

penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh 

pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.  

15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda, dan dampak psikologis.   

16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan 

oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan 

tanah longsor.   

17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang 

antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 

epidemi, dan wabah penyakit.   



18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah 

skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease 

(COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh 

dunia.  

19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama 

lain adalah musyawarah antara Badan 

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 

bersifat strategis;  

20. Bantuan Langsung Tuna Desa yang selanjutnya 

disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepala 

keluarga midskin atau tidak mampu di Desa yang 

bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak 

ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 

(Covid-19).  

  

BAB II  

TATA CARA PENGGUNAAN DANA DESA  

  

Pasal 2  

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masayarakat desa, 

peningkatan kualitas hidup manusia serta 

penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam 

rencana kerja Pemerintah Desa.  

  

Pasal 3  

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam 

rangka penanggulangan dampak ekonomi atas 

pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara 

lain berupa:  

a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus  

      Disease 2019 (Covid-19); dan/atau  

b. Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).  

  

Pasal 4  

(1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa BLT-Dana Desa 

diberikan kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;  

 



 



 


